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TENTANG
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TENTANG TATA CARA PEIⅥ UNGUTAN

)ドAK BUMiDAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMATTUHAN VANG MAHA ESA

BUPAT:KONAWE′

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1),

Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2073 Kabupaten Konawe agar berdaya guna dan
berhasil guna dalam pelaksanaannya maka dipandang
perlu meninjau kembali dan merevisi Peraturan Bupati
Konawe Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Pernungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Konawe tentang



Mengingat :

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 12

Tahun 201-4 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tk. ll di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun L959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 18221

2. Undang-Undang Nornor. 6 Tahun J.983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga

Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor
49,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 32621, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2OO7 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
l,legara Republik lndonesia Nomor  TAOI;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun \997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 39871;

4. Undang-Undang Nomor t4 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (LembaranNegara Republik lndonesia

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a189);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 50a9);

6. Undang-Undang Nomor 7? Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik lnddnesia Tahun"2011
Nomor Bi, Tambahan Lembaran l{€gara Republik

lndonesia Nomor 52341;

7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 701,4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 7014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),

8. Peraturan Pemerintah Nomor l-4 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor a 88);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9L Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah ang Dipungut Berdasarkan

Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5L79);

l0.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor \L
Tahun 2OL3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan;
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MEI\4UTUSKAN: Pasal 13

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATA5 (1) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
PERATURAN BUPATI KONAWE NoMoR 12 TAHUN 2014 

sebasaimana' dimakud dalam pasal 12 dengan dasar pe-ngenaan
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAIAK EuMl DAN pajak- sebagaimana dimakud daalam pasal 10 ayat (3) setelah
BANGUNAN PERDESMN DAN PERKoIAAN dikurangi Nilai Jual objek pajak ridak Kena Pajak sebagaimana

pasal I dimaksud dalam pasal 11
(2) Apabila besarnya pajak terhutang dibawah minimal sebesar 5'000,-

Beberapa ketentu€n dalam PeEturan Bupati Konawe Nomor 12 tahun (lima Ribu Rupiah), maka 
. 
diberlakukan ketetapan PBB-P2 minimal

2014,' ientang: Tata-cara Pemungutan 'Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 5 0oo" (Lkna Rib+Rupiah )

Perdesaan dan Perkotaan ditambah sehingga berbunyisebagai berikut :

BAB lll Pasal ll

DASAR PENGENAAN, TARrF DAN CARA pENGHITUNGAN ptuAK Peraturan Eupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

pasal 10 Agar setiap oran8 mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ani dengan penempatannya dalam Berita Daerah

{1} Dasai pengenaan pBB-p2 adalah Nlop Kabupaten Konawe'

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditentukan
setiap 3 {tiga} tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat , ' Ditetapkan di Unaaha

ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. pada tanggal 2015

(3) Penetapan besarnya NjOP sebagaimaha dimaksud pada ayat {2) BUPATI KONAWE,
diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11
KERY SAIFUL KONGGOASA

Besarnya Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.

10.000.000,- ( sepuluh tuta Rupiah ) untuk setiap objek wajib paj;k Diundangkan di unaaha 
-

yang memiliki bangunan pada tang8al 2015

pasal 12 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

Iarif PBB-P2 ditetapkan sebesar O2 % ( Nol koma dua persen) pertahun 
ACHMAD SE-IIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR .....".
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